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WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR & TAHUN 2016

TENTANG

DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal
81 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil jo
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Denda Administrasi
Kependudukan Pemerintah Kota Pagar Alam



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG DENDA  ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Kota adalah Kota Pagar Alam

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam

Walikota adalah Walikota Pagar Alam

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal
secara sah di wilayah Kota Pagar Alam

Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kota Pagar Alam yang diberi tugas dibidang administrasi
kependudukan

Administrasi ependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Denda administrasi kependudukan adalah pungutan daerah atas sanksi berdasarkan Pasal 79
ayat (1) dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggarzan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil jo Peraturan Daerah Kota
Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Waijib Denda dalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan pengenaan
sanksi diwajibk an membayar denda

Pembayaran [ '2nda adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang yang kena
sanksi berup= denda sesuai ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 tentany Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2012 ientang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
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BAB Il
TATA CARA, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN PENYETORAN DENDA

Pasal 2

Setiap pendudik Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah
kawin yang tidak membawa KTP Elektronik pada saat berpergian dikenakan denda administrasi
paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Setiap penducuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik
dikarenakan TP Elektronik belum selesai dicetak, wajib memperiihatkan tanda terima berkas
pembuatan K7 Elektronik dari Instansi Pelaksana;

Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik
dikarenakan belum pemah melakukan perekaman KTP Elektronik, dikenakan denda dan
diberikan Surat Perintah Merekam KTP - Elektronik di Kecamatan Domisili atau Instansi
Pelaksana,

Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik
dikarenakan hilang, wajib membuat Surat Keterangan Hilang KTP Elektronik dari Kepolisian, dan
diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk membuat KTP Elektronik di Instansi Pelaksana,
apabila melebini waktu yang telah ditetapkan belum membuat KTP Elektronik dikenakan denda
paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Setiap orang /sing yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai
sanksi adminisrasi paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Pembayaran denda harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran;

Kasir atau penerima pembayaran denda, menyetorkan ke kas daerah dengan menggunakan
Surat Tanda Setor

BAB IlI
PEMBERLAKUAN DENDA

Pasal 3

Denda administras - :bagaimana dimaksud pada pasal 2 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017
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BABIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN DENDA

Pasal 4

Pemberian pengurargan, keringanan dan pembebasan denda diberikan kepada masyarakat/wajib

denda yang ditimpa Lencana alam, pailit, dan/atau kerusuhan

BABV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota 111 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di . Pagar Alam
Padatanggal  : & Fehrrman RALC

WALIKOTA PAGAR ALAM V

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di . Pagar Alam
Pada tanggal L 6 Fahruan 2.9/
SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

N\

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si.

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR: & SERIE




WALIKOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3" TAHUN 2016
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH

Menimbang

Mengingat

KOTA PAGAR ALAM

JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangfjasa di

Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang
sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah yang bersumber dari pendapatan rumah sakit
perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan barang/ jasa;

». bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang

lebih bermutu, lebih efisien, proses pengadaan sederhana dan
cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah
sakit untuk mendukung kelancaran pelayanan dan kegiatan
operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar
Alam perlu adanya peraturan khusus terkait pengadaan
barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota
Pagar Alam vyang sudah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu diterbitkan Peraturan

Walikota Pagar Alam tentang pengadaan barang/jasa Rumah
Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan
kota pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2001 Nomor 88, Tambahan lembar Negara No 4286)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keua

ng Pemeriksaan
n Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah yang sudah dirubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

. Perda Kota Pagaralam Nomor : 02 Tahun 2009 tentang urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota
Pagaralam.(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009
nomor 2 seri E).

. Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang perubahan

ketiga peraturan daerah kota Pagaralam Nomor 03 tahun 2008
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis
daerah kota pagaralam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2009 nomor 2 seri D).

. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah RSUD Besemah Kota Pagar Alam. (Berita daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2011 no 35 Seri A).
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». Peraturan Walikota Pagar Alam no 03 th 2012 tentang nilai
pengadaan barang jasa pada badan layanan umum daerah

RSUD Besemah. (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2012 no
3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG = PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan \Walikota ini yang dimaksud dengan:

1

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa
mengutamakan  mencari  keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pacia prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelol-an Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah
pola pengelolnan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskar  kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pagar Alam yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pagar Alam, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
pada BLUD yang bersangkutan.

Pemimpin BL1/D yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSUD
Besemah Kot Pagar Alam yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab
umum operas nal dan keuangan BLUD.

Pendapatan o alah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD
Besemah Kot Pagar Alam yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bers ngkutan yang tidak periu dibayar kembali.

Belanja adali’ semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas
dana lancar lalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh per ayarannya kembali oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
Biaya adalah - =jumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk

memperoleh [ irang/jasa untuk keperluan operasions! BLUD RSUD Besemah Kota
Pagar Alam.
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11.

12.
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(2)

(1)

(2)

3)
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Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima
tahunan RSU/> Besemah Kota Pagar Alam yang memuat visi, misi, program
strategis, perukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD
RSUD Besem:': Kota Pagar Alam.

Rencana Bisi = dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
perencanaan hisnis dan pengangaran tahunan RSUD Besemah Kota Pagar Alam
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Besemah
Kota Pagar Alam.

Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh
BLUD RSUD B¢ semah Kota Pagar Alam yang berasal dari barang/jasa layanan yang
diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnya. '

Nilai aset adal=h jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Besemah
Kota Pagar Alim pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian
dari aset peme« rintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Pengadaan ba:ang/jasa pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dilaksanakan
berdasarkan k«tentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

efisien;

efektif;

terbuka;

bersaing;

transparan;

adil/tidak diskriminatif;

akuntabel,

praktek bisnis yang sehat;

sesuai keltuhan; dan

sesuai koncdlisi keuangan.

SO me AN oo

Pasal 3

Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai arti
bahwa pengadaan Barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang
sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai arti
bahwa pengadaan Barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Terbuka sebaciimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai arti
bahwa Pengacaan Barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa

yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang jelas.
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(3)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Bersaing sebacaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai arti
bahwa Pengacaan Barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
diantara sebaryak mungkin Penyedia Barang/jasa yang setara dan memenuhi
persyaratan, -zhingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme
pasar dalam Pcngadaan Barang/jasa.

Transparan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai
arti bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/jasa
termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan
calon penyedia Barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/jasa
yang berminat

Adil/tidak diskriminitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f,
mempunyai arti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia
Barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak
tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Akuntabel seb:.gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, mempunyai arti
tercapainya < saran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan ti:gas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip erta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/jasa.
Praktek bisnic /ang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h,
mempunyal i bahwa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-
kaidah mana)- men yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambt i gan.

Sesuai kebufihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,
mempunyai o ti bahwa barang/jasa tersebut segera dapat dimanfaatkan dan
disesuaikan dongan persediaan minimal yang ditetapkan dengan jumiah tidak
berlebihan.

(10) Sesuai kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j,

(1)

(2)

mempunyai arti pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan likuiditas keuangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pcngadaan barang/jasa ini dimaksudkan untuk memberikan batasan
kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam
pelaksanaan p:ngadaan barang/jasa bagi BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam
yang menera; an PPK-BLUD.

Peraturan pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk pelaksanaan teknis yang
dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam rangka
meningkatkar; pelayanan.
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BAB III
ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengguna dan penyedia barang/jasa, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa RSUD Besemah Kota Pagar Alam wajib mematuhi etika,
sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/jasa;
bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga
kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk
mencegah teriadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah
dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan para pihak;

menghindari ¢an mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/atau
jasa (conflict of interest);

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara/daerah;

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hac'ah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau
patut dapat ¢/ luga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.



